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bahwa l)erdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
‘Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan
pemenntahan secara berdaya guna dan berhasil guna
untuk - 'menjamin - kepastian  hukum,  ketertiban -

masyarakat dan.. 'penegakan, serta. pengawasan. - "

terhadap = peraturan daerah, maka . diperlukan
pengaturan mengena| Penynd:k Pegawa; Negen Snpll’ ‘
Daerah '

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat o

Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik
‘Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kabupaten Karanganyar«
dlpandang sudah tlda« sesuai - Iag| sehmgga per(u .
dmnjau kembali; o :

bahwa untuk maksud tersebut per!u diatur dan =

dltetapkan dengan Peraturan Daerah

§Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 fentahg B
g Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam T
L\Llngkungan Propinsi Jawa Tengah ‘ ‘

}Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
‘pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

lndones;a Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

_‘Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 :
‘Tahun 1999 (Lembaran Negara Republlk IndoneSIaf -
Nomor3890) R o

:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara i

Repubhk lndonesua Nomor 3209)

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
“ Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
‘dengan Undang-Undang Nomor 34- Tahun 2000,

""-“'(Lembaran Negara: Repubhk Indonesia Tahun 1997

"Nomor' 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
% .lndones:a Nomor 3685) ,



5 Undang:Undang Nomor 10" Tahun : 2004 tenfang‘ B

 Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 - -
~ Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhka

L Indonesia Nomor 4389); J
:~46i~Undang-Undang ‘Nomor 32 Tahun. 2004 tentang o

"~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk;;"’

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

= vLembaran Negara Republik Indonesia Ndmor' 4437) .

: v"sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang -
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran: Negara Republik

,,,f|ndones:a ‘Tahun 2005 ‘Nomor 108, Tambahan“i,.

W Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4548); :
T Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang -

. Pelaksanaan Kitab Undang-Undang ‘Hukum Acara
\ﬂPldana (Lembaran Negara - Repubhk AIndonesia =
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran- Negara o

Repubhk lndonessa Nomor 3258);

" 8 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 26 Tahun 2005
tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasnonal Satuan S
PO|IS| Pamong Praja; :

5 8. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 6 Tahun 2003

; 5tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negen
‘ giSlpll di Llngkungan Pemerintah Daerah; :

P 10 Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 7 Tahun 2003‘

tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri

Slpll Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

1. Keputusan Menteri Dalam Negen ‘Nomor 8 Tahun 2003 ; -
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pend:d;kan dan' ;
: Rel_atuhan Peny:dlk‘ Pegawat Negerl Sipil Daerah.

Dengan Persetu;uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o
BUPATI KARANGANYAR -

L e MEMUTUSKAN , | |

 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYID!K PEGAWAI

~ NEGERISPILDAERAH.

. BABI

| KETENTUAN UMUM

) 5! Pasal1 ‘

- ‘ Dalam Peraturan Daerah i ini yang dnmaksud dengan
L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar




10.

11.
12.
13,

14.

: penyidlkan
' Penyldlk Pegawai Negen Slpll Daerah yang selanjutnya d:smgkat PPNS

Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebgai unsur

‘ Penyelenggara Pemenntahan Daerah.
~ Bupati adalah Bupati Karanganyar
:»Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah

Kabupaten Karanganyar. _
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar beserta

~ petunjuk pelaksanaannya dan produk-produk hukum daerah lainnya.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan’

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penyidik - adalah Pej:aba_t‘ Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat -

- Penyidik. POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik indonesia tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan

2

Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu - dilingkungan

Pemerintah Daerah lyang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang

untuk melakukan Penyldlkan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyldlkan adalah serangk'uan tindakan penyidik dalam hal dan menurut :
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pldana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya :

Kantor Satuan P0I|S| Pamong Praja adafah Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Karanganydr

Unit Kerja adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerlntah Kabupaten

Karanganyar dlmana PPNS ditempatkan.

Pimpinan Unit - Kerja adalah pimpinan perangkat daerah Kabupaten‘

Karanganyar dlmana PPNS ditempatkan.
~ Atasan PPNS adalah PPNS Daerah di lingkungan Kantor Satuan Pohsn

Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang ditunjuk selaku koordmator
pelaksanaan penyldxkan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

' BAB Il
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

T _PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

M

- (2)

Pasal 3

PPNS Daerah mempunyan tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah. » ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. dlmaksud ayat (1) PPNS Daerah

_berada dibawah kooydmasn dan Pengawasan Penyidik POLRI.

by
|
i

E
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: Pasal 4 -

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud Pasal 3
ini mempunyai wewenang :

;
|

a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang mengenal adanya

~tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, ‘
‘melakukan tmdakan pertama dan pemenksaan ditempat kejadian;
menyuruh berhentn seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
melakukan penyttaan benda atau surat-surat; v
-mengambil sidik j Jan dan memotret seseorang

.memanggil orang untuk dldengar dan dlpenksa sébagal tersangka atau
- -saksi; ,

E | g. mendatangkan orang ahli yang dlperlukan dalam hubungannya dengan

(2)

(1)

(2)

- pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyxdlkan setelah mendapat petunjuk dari-

- penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

‘merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik

_,membentahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau
‘keluarganya;

i, mengadakan tindakan lain menurut hukum’ yang dapat

B dlpertanggungjawabkan

PPNS Daerah tldak’ ben/venang untuk melakukan penangkapan dan/ataui
penahanan ,

- BAB i '
;- HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PPNS Daerah dlsampmg memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat
. diberikan uang msentlf o g

Penetapan besarnya uang insentif sebagalmana dnmaksud ayat (1) dengan
memperhatlkan kond|SI dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

| _PPNS Daerah sesuai dengan bldang tugasnya, mempunya| kewajlban

a.

'b.

1.
2.
- 3.

4

‘melakukan penyldlkan menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadmya: ‘

pelanggaran atas peraturan daerah;

menyerahkan hasil penyldlkan kepada Penuntut Umum melalm Peny:dlk
POLRI dalam wilayah hukum yang sama, : :

'membuat berita acara setlap tmdakan dalam hal :

pemenksaan tersangka
pemasukan rumah
penyltaan barang; |

. pemenksaan saks:
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupatl melalun plmpman unit
}"kena v G

pemenksaan tempat kejadian.



: . BAB v : T
PENGANGKATAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

vaengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupatn kepada Menten Hukum "
‘'dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri ‘Dalam Negeri, dalam hal ini
Sekretaris Jenderal anartemen Dalam Negen dengan tembusan kepada

S Gubernur Jawa Tengah
@

(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebaga:mana dlmaksud pada ayat ’

setelah mendapat. pertlmbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepohsnan -

iy ;Repubhk Indones:a L

N

L "7§’~" Pasals
Syarat—syarat pengangkatan PNS menjadl PPNS Daerah adalah sebaga: .

.‘,"benkut o 8
a.-*pangkat serendah rendahnya Pengatur Muda Tlngkat [ (H/b)

gpendldlkan serendah rendahnya sarjana muda (D3)
,’jdltugaskan dlb:dang teknis operasmnal o '
telah lulus pendldlkan khusus dibidang penyldlkan

f‘vDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)- dalam 2 (dua) tahun
--.-;:'berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;

s f ', fsehat Jasmam dan roham dan dlbuktlkan dengan surat keterangan dokter

@ i
-~ sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 dlatur leblh lanjut dengan Peraturan T
L j*”Bupatr ‘ 3 o 5 o

Ketentuan mengenai, tata cara pengusulan dan pengangkatan PPNS Daerah

= e PasalQ  _' | | |
Mutasu PPNS Daerah dlhngkungan Pemerlntah Daerah dltetapkan oleh"

- Bupati.

@

‘Mutasi sebagatmana dimaksud ayat 1) d!laporkan kepada Menten Dalam
Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negen dan

o ,tembusannya kepada Menten Hukum dan Hak Asa3| Manu3|a

Pasal 10

= PPNS Daerah dlberhentlkan dan Jabatannya karena

S a
= fatas permmtaan sendm
_melanggar disiplin kepegawa;an
tidak |agx memenuhl syarat sebagal PPNS Daerah
: menmgga( duma ' e

"i.ﬂ?tp-b*_b‘

) ,
. diusulkan oleh Bupah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui -~
-~Menteri Dalam Negerl dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam :

berhentn sebagal PNS

: . | o Pasal11 S )
Pemberhentlan PPNS Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10

o Negen dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

(2)

B harus dlsertau dengan alasan alasan dan buktl buktl pendukungnya ‘

Usulan pemberhentlan PPNS Daerah sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) P . 8



L g Pasal12 o : .
Keputusan Pemberhentlan PPNS Daerah dltetapkan oleh Menten Hukum dan Hak *  .

T :~Asas: Manusra o

i BABV e
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

o e e i Pasal13 Sl :
M Pelantnkan PPNS Daerah dllakukan oleh Bupatl atau pejabat yang dltunjuk

 (2) Sebelum pelantikan sebagalmana dimaksud ayat (1) PPNS Daerah harus

: mengucapkan sumpah/janj;

(3)11"Tata cara pengambulan sumpah/janﬁ dan pelant:kan PPNS Daerah d:atur e

g _’;Ieblh Ianjut dalam Peraturan Bupat:

s BABVI G e
KARTUTANDAPENGENAL.f

‘ Pasal14

. (1) ;‘,PNS yang telah dlangkat sebagan PPN‘% Daerah harus mempunyau Kartu-'- L

Tanda Pengenal

S (2) Kartu Tanda Pengenal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltandatangam o
A5 4oleh Bupatl atau Pejabat Iam yang ditunjuk; o L

" '(3)". Kartu Tanda Pengenal sebaga|mana dlmaksUd pada ayat (1) berlaku selama f :

-5 (lima) ‘tahun terhitung: sejak tanggal dikeluarkan dan dapat d|usulkan- e

o perpanjangannya.

'(4‘)"1’Kartu Tanda Penge'nal sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlnyatakan tndak7"
: berlaku lagi apabna yang bersangkutan berhenti dari PNS. :

“,:,7(5)‘:“Bentuk dan tata cara memperoleh Kartu Tanda Pengenal sebagalmanaffr :

S dlmaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatn A

S BAB Vi S
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 15

| “"’""';'Pelaksanaan tugas operaSlonal penyldlkan oleh PPNS Daerah dlkoordlnaSIKan

. ;i\,]oleh Kantor Satuan Polnsn Pamonc Praja.

Pasal16 "f"°

[ (1') ’Setlap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyldlkan harus dllengkapl o

..~ dengan Surat Permtah Penyidikan. A R i
L 7"(2)”'Surat Perintah Penytdlkan ,ebaga|mana dlmaksud ayat (1) dltandatangam '
 olehatasanPPNS. | -~ : ‘ B
. (3) PPNS Daerah- dalam menjalankan tugas penyldlkan harus membentahukan "
o ':kepada Penyldnk POLR! : 4 LERI _



Pembmaan terhadap PPNS mehputl

BAB Vi
PEMBINAAN

Pasal 17 .

‘a. Pembmaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;

M
(@)

~ ¢. Pembinaan Operasional.

A Pasal 18 ,
Pemblnaan Umum sebagalmana dimaksud ' Pasal 16 huruf a dilaksanakan

~oleh Menteri Dalam Negen ‘
Pembinaan Umum sebagalmana dimaksud ayat (1) berupa pembenan

pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan SupeNISI yang berkaltan dengan

- ,pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal19 SN

Pemblnaan Teknis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik

‘Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

‘masing.

Q)
(2

Pasal 20

"Pemblnaan OperaSIonaI sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 huruf c

dilaksanakan oleh Bupatx bekerja sama dengan instansi terkait.

'Pembmaan Operasmnal sebagaimana dumaksud ayat (1 berupa petunjuk

teknis operasional PPNS Daerah yang diatur lebxh lanjut dengan Peraturan

. Bupati.

(1

b BAB IX
VI NDIDIKAN DAN P'HEATT IAN

Pasal 21

Pemenntah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna
meningkatkan kemampuan PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Pendndlkan dan pelatlhan sebagalmana dlmaksud ayat (1) berupa

a. Pendidikan Calon PPNS Daerah;
—b. Diklat Penmgkatan Kemampuan PPNS Daerah

e Blmblngan Teknts PPNS Daerah.



PR N BAB X
ERE PEMBIAYAAN ¥
Pasal 22

,;Blaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemblnaan ‘operasional dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan
Pasal 21 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

; BAB Xl '
é KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 23

Déhgén'betlakunya Pefat?Uran Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai

L - Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ngkat il Karanganyar

: , ,dlcabut dan dinyatakan tldak berlaku.

Pasal 24

Hal hal yang pertu diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal teknis
,pelaksanaannya akan dcatur lebih lanjut oleh Bupatt

v Pasal 25
‘ Peraturan Daerah ini mula| berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, ' memerintahkan pengundangan -

“Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar ‘

Dltetapkan di Karanganyar
‘ pada tanggal PAY 'vav\ _200’.%,

Hj RINA IRIA@\I\?}R& ATRA
Diundangkan di Kara'ngangyar
- pada tanggal 25 XMM ,100‘
’  SEKRET Ri DAERAH
' FE) NGANYAR,

i
i



 PENJELASAN
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'NOMOR 12 TAHUN 2007
. TENTANG |
PENYIDI!( PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

2

' PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintah Daerah, : maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk

mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Kepala Daerah ben/venang menetapkan Peraturan Daerah atas

persefujuan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah.

Guna menjamm pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang'
memuat sanksi pldana perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur .
penyidik di bidang pldana. Penyndlk yang dimaksud adalah Penyidik Pegawau
Negeri Sipil Daerah?berkoordihasi dengan Pehyidik POLRI agar dalam‘

‘ pelaksanaan tugaénya tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan

mekanisme dan prosedur yang beﬂaku sehingga tidak melanggar Hak Asasi

‘Manusia.

Dengan telah datetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 2003 tentang Pedornan Pembinaan Penyidlk Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemenntah Daerah, maka dladakan peninjauan ulang terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 7 Tahun

1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten = Daerah | Tingkat Il Karanganyar yang diarahkan untuk
menetapkan kedudukan dan meningkatkan peranan PPNS Daerah sesuai
tugas, fungsi dan wewenangnya dalam upaya penegakan Peraturan Daerah. |
- Disamping itu, imaksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini

adalah sebagai Iandasan hukum bagi PPNS Daerah untuk melaksanakan

| penyldlkan di daerah sehlngga efektlﬂtas berlakunya Peraturan Daerah dapat

o dmngkatkan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

~ Pasal 1 o :g,CukupJelas '
Pasal2 Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud Peraturan Daerah adalah Peraturan

. Daerah yang mempunyai sanksi pidana berserta
| petunjuk pelaksanaannya dan produk-produk hukum
{ daerah lainnya.



Avat 2)

Pasal4 :
Pasal 5 Ayat (1)

Ayat (2)
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9

Pasal 10 Hurufa :

Hurufb
- Hurufc

" Hurufd

. Hunufe

Pasal 11 :

Pasal 12

‘Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

~ Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18

. Pasai19

- Pasal 20

- Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

D Cukup jélas
i Cukup jelas ‘ ' ' ' v
1 yang dimaksud hak- hak sebagai PNS adalah hak-hak

PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

1 -Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

- Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999
‘Cukup Jelas‘ ‘
Cukup jelas
:Cukupjelas

.~ Cukup jelas |

Cukup jelas
Cukup jelas -

: Cukup jelas
~yang dimaksud melanggar disiplin kepegawaian

adalah pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Pasal 23 ayat (3) ayat (4), dan ayat (5).

Cukup jelas
Cukup jelas
' _Cukupjelas
Cukup jelas
‘Cukup jelas
~ Cukup jelas
: CUkupjelas
Cukup jelas
" Cukup jelas ’
Cukup jelas
~ Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjélés
Cukup jelas
Cukup jelas -



